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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam penerapan 
Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 
dapat membantu perusahaan perbankan dalam mengelola risiko perbankan dan 
untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 
mengimplementasikan Good Corporate Governance dalam mengelola risiko 
perbankan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah secara parsial penerapan 
prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengelolaan kinerja perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar. 
Berdasarkan hasil uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui 
pengaruh secara bersama-sama variabel good corporate governance terhadap 
pengelolaan risiko perbankan, dimana diperoleh nilai Fhitung = 8,778 >  Ftabel = 
2,427 serta memiliki nilai ρvalue  0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa 
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran 
secara bersama-sama berpengaruh dalam mengelola risiko perbankan 
khususnya pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar. 
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The purpose of this study was to determine whether the implementation of good 
corporate governance at PT. State Savings Bank in Makassar banking can help 
companies in managing banking risks and constraints to analyze what is happening in 
implementing good corporate governance in managing banking risks. Data analysis 
method used is the method of analysis kuantittif survey method approach. The findings of 
this study are partially application of the principles of good corporate governance 
(transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness) and a 
significant negative effect on the performance of banks in the management of PT. State 
Savings Bank in Makassar. Based on the results of simultaneous or simultaneous test is 
used to determine jointly the effect of good corporate governance variables on banks' risk 
management, where the obtained value of F = 8.778> F = 2, 427 and 0,000 ρvalue value 
<0.05. This proves that transparency, accountability, responsibility, independence and 
fairness together influential in managing banking risks, especially in PT. State Savings 
Bank in Makassar. 
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1.1 Latar Belakang 
Good corporate governance (tata kelola perusahaan) adalah merupakan 
salah satu faktor yang penting dalam perusahaan, sebab tata kelola perusahaan 
adalah konsep yang diajukan untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui 
supervisi atau monitoring kinerja manajemen. Menurut Amin (2005) bahwa 
corporate governance adalah hubungan antara stakeholder yang digunakan 
untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan,  bagaimana 
perusahaan memonitor dan mengendalikan keputusan dan tindakan manajer 
publik guna pencapaian tujuan. 
Manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, maka 
perlu adanyaprinsip-prinsip good corporate governance (GCG).Dimana dengan 
adanya prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat mengurangi resiko perbankan. Hal 
ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tentang 
penilaian tingkat kesehatan Bank Umum yang menyatakan pengalaman dari 
krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas 
penerapan manajemen risiko dan GCG yang bertujuan agar bank mampu 
melakukan indentifkasi permasalahan yang lebih dini, melakukan tindak lanjut 
perbankan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan manajemen 
risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi 
krisis(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EEA6AEB4-CFC2-4796-8733-
37B6E6D12794/24399/SENo13_24_DPNP.pdf). 
Surat edaran No.13/24/DPNP mengenai tentang penilaian tingkat 




dapat berpengaruh dalam mengurangi risiko perbankan. Dimana menurut Evvita 
Satiza (2012) yang menyatakan bahwa resiko perbankan adalah resiko yang 
dialokasikan oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dan berbasis 
keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, 
pembuatan kartu kredit, valuta asing, inkaso dan bentuk keputusan finansial 
lainnya (http://google.co.id). 
Manajemen resiko dalam bidang perbankan sangat penting untuk 
dikelola, sebab penerapan manajemen resiko pada bank akan meningkatkan 
stakeholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank maupun 
potensi kecurangan dimasa yang akan datang serta meningkatkan daya saiang 
bank (http://google.co.id). Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia PBI 
No.5/8/2003 dengan perubahan No.11/25/PBI/tahun 2009 tentang penerapan 
manajemen risiko pada bank umum, terdapat 8 risiko yang harus dikelola bank 
yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko respitasi, resiko 
operasional, resiko umum, resiko stratejik, dan resiko kepatuhan. 
Kumaat (2011 : 22 ) yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan GCG 
maka terdapat prinsip-prinisp dalam pelaksanaan GCG yaitu transparansi, 
akuntabilitas, responsiveness, independensi, dan fairness. Sehingga dengan 
pelaksanaan GCG diharapkan akan dapat mengurangi resiko bank. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana Faridah (2010) yang 
melakukan penelitian mengenai implementasi corporate governance untuk 
mengelola resiko perbankan (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Malang).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 
dapat mengurangi resiko bank pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hana Fariddah dengan peneliti 
yakni terletak pada obyek penelitian dimana peneliti sebelumnya memilih Bank 
Syariah sebagai obyek penelitian sedangkan peneliti meneliti pada Bank 
Komersial khususnya pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar.Kemudian 
penelitian yang dilakukan Hana Fariddah lebih menekankan resiko perbankan 
yang bersifat syariah saja seperti resiko pembiayaan mudharabah, resiko 
pembiayaan musyarakan, dimana PT. BSM cabang Makang melakukan tahap 
implementasi yang meliputi: sosialisasi, internalisasi dan implementasi. 
Sedangkan resiko diukur dengan resiko kredit dalam penyaluran kredit yang 
dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar, melakukan 
tahapan implementasi antara lain: awarenessprograms, internalisasi dan 
institusionalisasi, evaluasi dan assessment programme, pengembangan 
software, dan eksternalisasi. Dengan adanya perbedaan antara penelitian yang 
dilakukan oleh Hana Fariddah dengan penelitian yang dilakukan peneliti maka 
perlu dilakukan replikasi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 
penelitian oleh Hana Fariddah. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana maka penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti adalah menguji penerapan GCG dalam mengelola resiko bank pada 
PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar. Dimana dengan tepatnya 
pelaksanaan tata kelola yang dilakukan oleh setiap perbankan maka akan 
memperkecil resiko bank dalam pengelolaan jasa bank. Namun dalam 
melakukan tata kelola bank yang dilakukan telah mampu mengurangi resiko 
pengelola bank. Namun fenomena yang terjadi selama ini karena kurang 
transparannya antar sesama rekan kerja yang ada dibank. Melihat dari fenomena 
maka peneliti tertarik dengan memilih judul penelitian yaitu : “Penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Resiko Perbankan PadaPT. 
Bank Tabungan Negara di Makassar “. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : “Apakah PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 




1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah dalam penerapan Good Corporate Governance 
pada PT. Bank Tabungan Negaradi Makassar dapat membantu perusahaan 
perbankan dalam mengelola resiko perbankan. 
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam 




1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah sebagai berikut  : 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada perusahaan, 
khususnya mengenai pentingnya penerapan Good Corporate Governance. 
Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan 
oleh manajemen perusahaan, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam 




2. Bagi Dunia Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan refrensi empiris untuk 
penelitian selanjutnya mengenai penerapan, good corporate governance 
dalam mengelola risiko Perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di 
Makassar. 
3. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 
pengetahuan empiris kepada penulis mengenai penerapan Good Corporate 
Governance dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan 




















2.1 Kerangka Konsep 
2.1.1 PengertianGood Corporate Governance 
Good Governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik 
atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup 
yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan 
pengawasan. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan. 
Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang 
ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan 
dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa 
penyelenggaraan setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan 
dengan bersih, efisien dan efektif. Menurut Moeljono (2005, hal. 88) 
mengemukakan bahwa : “Good corporate governance sebagai prinsip dasar tata 
kelola usaha.” 
Konsep good corporate governance berkembang seiring dengan tuntutan 
publik yang menginginkan terwujudnya mewujudkan kehidupan bisnis yang 
sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan 
jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan 
korporasi di seluruh dunia. Selain itu tuntutan ini juga mencerminkan keheranan 
publik mengapa kasus penyimpangan korporasi bisa terjadi dimanapun juga.   
Pada sisi lain, dapat dipahami bahwa di dalam era globalisasi dan 
persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif perusahaan-




ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan dimaksud berperilaku dan bertindak 
dalam menghadapi persaingan. Good corporate governance bukanlah semata-
mata persoalan membentuk organ-organ perusahaan seperti komisaris 
independen dan komite audit, tapi good corporate governance adalah bagaimana 
menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan 
sistem akunting dan keuangan yang memenuhi standar serta bagaimana 
manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung 
operasional perusahaan. 
Good corporate governance mempunyai tujuan utama, yaitu : 
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 
2. Melindungi hak dan kepentingan stakeholders lainnya. 
3. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan. 
4. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen. 
5. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen. 
Untuk dapat mewujudkan good corporate governance di setiap 
perusahaan atau organisasi, perlu dibangun beberapa sarana pendukung yaitu : 
1. Perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi yang jelas. 
2. Struktur organisasi yang menjamin keseimbangan pembagian tugas dan 
kejelasan tugas masing-masing, serta menghindari tumpang tindah dan 
hambatan birokratisme. 
3. Kejelasan tanggungjawab dan kewenangan serta mekanisme kerja. 
4. Budaya dan etika perusahaan. 
5. Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja. 
Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya 
pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu pedoman umum good corporate governance 
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Indonesia untuk selanjutnya disebut pedoman good corporate governance 
meruapakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan good corporate 
governance dalam rangka : 
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 
yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. 
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang 
Saham. 
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota 
Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan 
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 
perusahaan. 
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus 
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 
Pedoman good corporate governance ini dikeluarkan bagi semua 
perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar 
prinsip syariah. Pedoman good corporate governance ini, yang memuat prinsip 
dasar dan pedoman pokok good corporate governance, merupakan standar 
minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang 
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dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berdasarkan 
pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang 
lebih operasional. 
Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan 
negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana 
masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh 
masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap 
kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan pedoman 
good corporate governance ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan 
pedoman good corporate governance ini sebagai acuan dalam menyusun 
peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan. 
Meski menyadari pentingnya good corporate governance, saat ini masih 
sedikit perusahaan yang menerapkan prinsip ini. Masih banyak perusahaan 
menerapkan prinsip good corporate governance karena dorongan regulasi dan 
menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip sebagai 
bagian dari kultur perusahaan. Menurut Syakhroza (2002) secara tegas 
menyatakan bahwa corporate governance terdiri dari enam elemen, yaitu : 
1. Fokus pada board 
Board adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggungjawab 
untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian 
sumber daya agar supaya selaras dengan tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Dalam konteks perusahaan Indonesia maka yang dimaksud 
dengan board adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Mengapa 
corporate governance harus fokus kepada board karena dewan komisaris 
dan dewan direksi adalah yang bertanggungjawab dan yang memiliki otoritas 
penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan 
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pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya 
sesuai dengan tujuan perusahaan. 
2. Hukum dan peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan 
Suatu organisasi membutuhkan suatu perangkat hukum dan peraturan yang 
ditujukan kepada board untuk melindungi dan memagari agar supaya 
keputusan yang dibuat board bisa independen, pengelolaan sumber daya 
perusahaan bisa optimal. Pengertian hukum disini tidak hanya seperangkat 
hukum yang berasal dari luar perusahaan saja seperti : Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata dan Pidana, Undang-undang Perseroan, Undang-undang 
Perbankan, Standar Akuntansi, Peraturan Bapepam dan Pasar Modal dan 
sebagainya tetapi juga hukum internasional perusahaan seperti kebijakan 
perusahaan, prosedur standar operasi, dan sebagainya. 
3. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomi dan 
produktif-E3P 
Adanya seperangkat hukum dan peraturan adalah sebagai upaya untuk 
memberikan pedoman yang berisi petunjuk dan batasan kepada board untuk 
bertindak lebih independen. Board Governance yang lebih baik tentu saja 
akan berupaya secara terus menerus bagaimana mengalokasikan sumber 
daya secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 
4. Melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparancy, 
accountability, responsibility, independency, fairness (TARIF). 
5. Tujuan organisasi/perusahaan 
Pentingnya penegakan corporate governance adalah merupakan cerminan 
keseriusan board dalam memberikan komitmen kepada pencapaian tujuan 
perusahaan yang telah diterapkan. Untuk itu maka board akan menyiapkan 
suatu perangkat pengukuran kinerja yang link up (berhubungan) dengan 
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tujuan organisasi yang dipakai oleh board sebagai alat untuk melakukan 
pemantauan dan mengendalikan kinerja perusahaan. 
6. Strategic control 
Fokus kepada board dan berorientasi kepada tujuan perusahaan, 
menunjukkan bahwa corporate governance merupakan alat pengendalian 
strategi perusahaan. 
Meskipun terdapat berbagai definisi tentang good corporate governance 
dari berbagai pakar, pada hakekatnya secara keseluruhan terdapat beberapa 
aspek penting dari good corporate governance yang dipahami berbagai kalangan 
dunis bisnis, antara lain : 
1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan 
diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, RUPS. Keseimbangan yang 
dimaksud adalah dalam hal aktivitas yang berkaitan dengan struktur 
kelembagaan dan mekanisme operasional masing-masing organ tersebut 
(keseimbangan internal). 
2. Adanya tanggungjawab perusahaan kepada stakeholders, yang meliputi hal-
hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan 
stakeholders, yang meliputi tanggungjawab pengelola perusahaan 
manajemen, pengawasan, kepada pemegang saham dan stakeholders 
lainnya. 
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan : (a) informasi yang 
tepat dan benar mengenai perusahaan, (b) berperan serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan 




4. Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang sahan (tidak 
terkecuali saham minoritas), berupa : (a) keterbukaan informasi yang material 
dan relevan, (b) melarang penyampaian informasi hanya untuk pihak tertentu 
yang dapat menguntungkan orang dalam. 
Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem 
pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku 
secara umum. 
Pelaksanaan good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat 
mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.Oleh 
karena itu Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang 
mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, 
telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan 
secara internasional.Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga 
internasional lainnya. 
Dengan melaksanakan Corporate Governance, ada beberapa manfaat 
yang dapat diperoleh yaitu : 
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders. 
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada 
akhirnya akan meningkatkan corporate value. 
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3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. 
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus 
akan meningkatkan shareholders value dan deviden. 
 
 
2.1.2 Prinsip-prinsip Dasar Good Governance 
Good governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang 
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. 
Penerapan Good corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 
berhubungan, yaitu negara, dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 
sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 
usaha. 
Menurut Kumaat (2011 : 22 ) mengatakan bahwa : “ Good corporate 
governance yaitu kewajaran (Fairnes), keterbukaan (Transparancy), 
Akuntanbilitas, (acuntanbility), dan pertanggungjawaban (Responsibility). 
Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah : 
1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundangan-
undanganyang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan 
transparan,melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan 
hokum secara konsisten (consistent law enforcement). 
Peranan negara dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum 
nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan 
kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu regulator harus 
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memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan 
penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara 
berkelanjutan. 
b. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggungjawab 
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (rule making rules). 
c. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara 
yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. 
d. Melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan penegakan hukum 
secara konsisten (consistent law enforcement). 
e. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
f. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk 
meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan 
mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung 
terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. 
g. Memberlakukan peraturan perundangan-undangan untuk melindungi 
saksi dan pelapor (whistleblower) yang memberikan informasi mengenai 
suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat 
berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain. 
h. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan good corporate 
governance dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha 
yang sehat, efisien dan transparan. 
i. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham 
lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan. 
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate governance 
sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. 
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Peranan dunia usaha dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwuud iklim 
usaha yang sehat, efisien dan transparan. 
b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha 
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. 
c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan 
yang didasarkan pada asas good corporate governance secara 
berkesinambungan. 
e. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi 
tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi 
ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha 
atau sektor ekonomi tertentu. 
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang 
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan 
melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung-
jawab. 
Peranan masyarakat dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Melakukan kontrol sesuai dengan memberikan perhatian dan kepedulian 
terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara 
serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia 
usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif dan bertanggung-
jawab. 
b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha 
dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. 
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Menurut Pieris dan Nizam (2008, hal. 132) bahwa prinsip-prinsip good 
governance yaitu : 
1. Prinsip partisipasi  
Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan dan peran serta semua 
pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan 
perumusan, kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 
serta pengawasannya. Partisipasi dapat diwujudkan secara langsung melalui 
perwakilan 
2. Prinsip hukum dan aturan (rule of law) 
Prinsip hukum dan aturan (rule of law) berarti, bahwa semua kebijakan 
Pemerintahan harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan tingkat urgensinya yaitu undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan keputusan Presiden, peraturan dan keputusan 
Menteri, dan peraturan daerah. Pelaksanaan tugas dan pelayanan setiap 
aparat dan lembaga pemerintah harus sesuai dengan atau berdasarkan 
peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum dan aturan harus mampu 
melindungi hak asasi manusia terutama hak-hak kelompok minoritas. 
3. Prinsip transparansi 
Prinsip transparansi, berarti bahwa semua penyelenggara pemerintahan 
harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan 
keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan 
pengawasannya. Terutama setiap orang yang berkaitan dengan suatu 
keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan. 
4. Prinsip responsivitas 
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Prinsip responsivitas berarti, bahwa aparatur pemerintah harus cepat 
bertindak atau merespons harapan, tuntutan, keluhan dan penderitaan 
masyarakat yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. 
5. Prinsip orientasi konsensus 
Prinsip orientasi konsensus merupakan kelengkapan dari prinsip partisipasi 
yaitu pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat dengan 
melibatkan sebanyak mungkin anggota serta memperhatikan kepentingan 
semua unsur atau stakeholders. 
6. Prinsip keadilan dan kewajaran 
Prinsip keadilan dan kewajaran berarti distribusi tugas dan kewenangan, 
kewajiban dan hak harus dilakukan secara adil (equity) dan wajar (fair) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Setiap 
anggota harus dapat merasakan diperlakukan sama dengan yang lain, 
memperoleh imbalan proporsional terhadap kontribusinya, serta memperoleh 
kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. 
7. Prinsip efisiensi dan efektivitas 
Prinsip efisiensi dan efektivitas berarti, bahwa dalam setiap pelaksanaan 
tugas harus mengupayakan penggunaan sehemat mungkin sumber-sumber 
yang terbatas dan mencapai seoptimal mungkin hasil, sasaran atau tujuan 
organisasi. Penggunaan sumber-sumber harus tetap mengacu pada 
kelestarian lingkungan. 
8. Prinsip akuntanbilitas 
Prinsip akuntabilitas berarti, bahwa setiap pelaksanaan tugas, penggunaan 
dan sumber-sumber, serta penggunaan wewenang harus dapat 
dipertanggung-jawabkan, transparan, dan terbuka untuk diaudit atau 
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diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga 
yang independen. 
9. Prinsip visi strategis 
Prinsip visi strategis berarti, bahwa strategi pelaksanaan tugas masing-
masing harus disusun dan mengacu pada visi dan misi organisasi. 
Penggunaan prinsip corporate governance  dalam dunia usaha disebut 
good corporate governance (GCG). Dengan kata lain, bahwa dunia usaha juga 
harus membangun dan memelihara prinsip-prinsip good corporate governance 
yaitu : partisipasi, hukum dan aturan, transparansi, responsivitas, orientasi 
konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan 
visi strategis. 
Sejak awal sejarah pemerintahan sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa 
fungsi dan peran utama aparatur pemerintah adalah mengatur dan memfasilitasi 
semua unsur masyarakat. Pemerintah menerbitkan berbagai pengaturan dan 
kebijakan supaya seluruh komponen masyarakat mengambil bagian aktif dalam 
pembangunan bangsa dan dunia usaha. Pemerintah menerbitkan peraturan dan 
kebijakan di bidang produksi, distribusi, fiskal, moneter, ekspor-impor, harga dan 
upah supaya masyarakat terdorong untuk membangun usaha dan supaya 
masing-masing dunia usaha tersebut dapat terlindung, dan tidak saling 
berbenturan satu dengan yang lain. 
Untuk mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal dalam 
pembangunan bangsa, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas berupa 
prasarana dan sarana ekonomi serta prasarana dan sarana sosial. Pemerintah 
membangun prasarana transportasi jalan dan angkutan umum, angkutan laut 
dan pelabuhan angkutan udara dan lapangan terbang. Pemerintah juga 
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membangun sarana komunikasi dan informasi, perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya. Pemerintah menyediakan pelayanan publik, terutama dibidang 
yang kurang menarik bagi dunia swasta seperti pelayanan pendidikan dan 
kesehatan, penyediaan air minum, pemadam kebakaran, pemakaman, 
pembuangan sampah dan lain-lain. 
Juga dalam perkembangan sejarah pemerintah, aparatur cenderung 
berambisi untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kemakmuran 
rakyat. Untuk itu di satu pihak aparatur pemerintah cenderung tergoda 
melaksanakan sendiri usaha-usaha perekonomian sehingga memperkecil 
peranan masyarakat. Dengan melaksanakan sendiri kegiatan bisnis, sering 
timbul beberapa dampak negatif, yaitu antara lain : 
1. Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang visioner 
strategis menjadi terabaikan. 
2. Pelayanan publik menjadi lambat dan bahkan terbengkalai. 
3. Aparatur cepat berubah menjadi kumpulan para pejabat yang korup. 
Di lain pihak, untuk maksud meningkatkan pelayanan tersebut, aparatur 
pemerintah cenderung menambah jumlah personil, memperbesar organisasi dan 
memperbesar anggaran. Dampak pembengkakan organisasi menjadikan 
pelayanan publik sangat birokratis dan lambat. Jumlah personil yang besar 
dengan anggaran yang terbatas mengakibatkan sebagian besar dana terhisap 
oleh birokrasi, anggaran untuk pelayanan publik menjadi relatif kecil, serta 





2.1.3 Azas-azas Good Governance 
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas good governance 
diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut 
Zarkasyi (2008, hal. 39) asas good governance yaitu : 
 
1. Transparansi (Transparency) 
Prinsip dasar, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 
kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 
Pedoman Pokok Pelaksanaan : 
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, 
jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, 
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang pengendali, kepemilikan 
saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta 
anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang 
memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem 
pengawasan dan pengendalian internal, dan kejadian penting yang dapat 
mempengaruhi kondisi perusahaan. 
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c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 
pribadi. 
d. Kebijakan perusahaan tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 
kepada pemangku kepentingan. 
 
2. Akuntanbilitas (Accountability) 
Prinsip Dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 
secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lain. Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang 
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  
Pedoman Pokok Pelaksanaan : 
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-
masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 
dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. 
b. Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan 
semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, 
tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan good corporate 
governance. 
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 
yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 
perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama 
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dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi 
(reward and punishment system). 
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungajwabnya, setiap organ 
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan 
pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 
 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
Prinsip Dasar, Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan 
serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 
mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 
Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws). 
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara 
lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 
sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelakansanaan 
yang memadai. 
 
4. Independensi (Independency) 
Prinsip Dasar, Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate 
governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 
masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 
diintervensi oleh pihak lain. 
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Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas 
dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, 
sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab 
antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian 
internal yang efektif. 
 
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 
Prinsip Dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 
Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 
sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-
masing. 
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 
diberikan kepada perusahaan. 
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c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi 
fisik. 
 
2.1.4 Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 
 Dalam pelaksanaannya penerapan GCG diperusahaan adalah penting 
bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis 
atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga 
penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh 
unsur di dalam perusahaan (Daniri, 2005 : 112). 
Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam 
menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut : 
1. Tahapan persiapan 
Tahap ini meliputi 3 langkah utama: (1) awareness building, (2) GCG 
assessment, (3) GCG Manual Building. Awareness Building merupakan 
langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting 
GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.Upaya ini dapat 
dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar 
perusahaan.Bentuk kegiatan dapat di lakukan melalui seminar, loka karya, 
dan diskusi kelompok. 
GCG assessmentmerupakan upaya untuk mengukur atau lebih 
tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat 
ini.Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi 
langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur 
perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. 
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GCG manual buildingadalah langkah berikut setelah assessment 
dilakukan.Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan 
upaya identifikasi prioritas penerapannya penyusunan manual atau pedoman 
implementasi GCG dapat disusun.Penyusunan manual dapat dibedakan 
antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan 
anggota perusahaan. 
2. Tahapan implementasi 
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya 
adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah 
utama yakni: (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi. 
Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepadaseluruh 
perusahaan berbagai aspek yang terkait denganimplementasi GCG 
khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu 
dilakukan dengan suatu tim khusus yangdibentuk untuk itu, langsung berada 
dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk 
sebagai GCG champion di perusahaan. 
Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan 
pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. 
Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan Dewan 
Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula 
upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses 
perubahan yang ditimbulkan olehimplementasi GCG. 
Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. 
Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam 
seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi 
(misalnya proses pengadaan, danlain-lain), sistem kerja, dan berbagai 
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peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan 
GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang 
bersifat superficial,tapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas 
perusahaan. 
3. Tahap evaluasi 
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari 
waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG 
telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit 
implementasi danscorsingatas praktek GCG yang ada. 
Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan 
sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilakusetiap individu dalam 
perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang 
bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut: 
a. Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, sertasistem 
operasional pencapaiannya secara jelas. 
b. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan 
fungsi organ perusahaan (check and balance). 
c. Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan 
keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan 
mengenai perusahaan. 
d. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan 
terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup 
pengendalian risiko perusahaan. 
e. Membangun sistem yang melindungihak-hak pemegang saham secara 
adil (fair) dan setara di antara para pemegang saham. 
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2.1.5 Resiko Perbankan 
 Bank merupakan suatu badan usaha yang seringkali dikaitkan dengan 
lembaga keuangan, karena secara operasional bank merupakan suatu badan 
usaha yang bergerak sebagai penyedia jasa keuangan. Pengertian bank, 
diungkapkan Kasmir (2012:11) “Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 
Masih menurut Kasmir (2012:21) yang menyatakan bahwa, “Bank terbagi 
menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”. 
Pengertian BPR diungkapkan Kasmir (2012:23) bahwa, “BPR merupakan bank 
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah tetapi 
jasa-jasa perbankan yang ditawarkan lebih sempit atau terbatas”.  
Keberadaan suatu lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk 
dapat mengembangkan perekonomian suatu masyarakat. Namun dalam 
praktiknya, bisnis di sektor keuangan memiliki banyak risiko, sehingga wajar bila 
perbankan diklasifikasikan sebagai suatu bisnis yang memiliki tingkat risiko yang 
tinggi. Risiko perbankan merupakan suatu hal yang harus ditanggung bank atas 
terlaksananya kegiatan usaha bank.  
Menurut Masyhud Ali (2006:3) menyatakan bahwa risiko perbankan 
merupakan “Peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (bad 
outcome)”. Situasi yang memburuk menjelaskan bahwa suatu risiko perbankan 
yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan pengaruh negatif bagi 
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keberlangsungan kegiatan usaha bank, karena risiko telah melahirkan suatu 
peluang untuk terjadinya kerugian yang akan diderita bank karena risiko yang 
terjadi dapat mengurangi pendapatan bank.  
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa risiko 
perbankan merupakan suatu tingkat ketidakpastian dan suatu hal yang tidak 
dapat diperkirakan yang dimiliki oleh suatu bank mengenai pendapatan 
operasional yang seharusnya diterima oleh bank atas kegiatan usaha bank yang 
telah dilakukan. Dengan kata lain, risiko perbankan merupakan suatu potensi 
terjadinya peristiwa yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai 
suatu profitabilitas bank. Risiko mengindikasikan terjadinya suatu kerugian yang 
harus ditanggung bank, yang akan mempengaruhi pendapatan bank, sehingga 
suatu bank diharuskan untuk memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Risiko 
perbankan ini berlaku untuk seluruh jenis bank yang ada tidak terkecuali pada 
jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan salah satu jenis bank 
yang memiliki suatu kegiatan usaha yang terbatas yaitu hanya berperan sebagai 
lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yaitu sebagai lembaga 
penghimpun dana dan lembaga penyalur dana, namun dalam praktiknya 
meskipun BPR memiliki keterbatasan dalam menjalankan usaha perbankannya 
tidak menjadikan BPR menanggung sedikit risiko seperti perbankan pada 
umumnya, karena BPR pun tetap memiliki risiko yang sama dengan bank umum 
lainnya. 
Menurut Idroes (2008 : 67), Bank Indonesia mewajibkan struktur 





1. Risiko pasar 
Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya variabel pasar (adverse 
movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank dan dapat merugikan Bank. 
Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. 
2. Risiko kredit 
Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/lawan 
transaksi (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. 
3. Risiko operasional  
Risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupandan atau tidak berfungsinya 
proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem 
eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 
4. Risiko likuiditas 
Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak memenuhi kewajibannya yang 
setelah jatuh tempo. Risiko ini meliputi : 
a. Risiko Hukum 
Risiko hukum ini disebabkan adanya kelemahan aspekyudiris. Kelemahan 
aspek yudiris antara lain disebabkan adanyatuntutan hukum, ketiadaan 
peraturan perundang-undangan yangmendukung atau kelemahan 
perikatan seperti tidak dipenuhinyasyarat sahnya suatu kontrak. 
b. Risiko Reputasi 
Risiko ini desebabkan oleh adanya publikasi negatif yangterkait dengan 






c. Risiko Strategik 
Risiko ini disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaanstrategi Bank 
yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bankterhadap perubahan 
eksternal. 
d. Risiko Kepatuhan 
Risiko ini disebabkan karena Bank tidak mematuhi atautidak 




2.1.6 Keterkaitan Good Corporate Governance dengan Risiko Perbankan 
Good Governanceatau tata kelola yang baik melalui prinsip-
prinsiptransparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan adil, 
diyakiniakan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, 
pekerja,maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan ini 
akanlebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja 
antaramanajemen (Direksi) dengan pengawas (Komisaris), manajemen 
denganpekerja, manajemen dengan pemegang saham, maupun manajemen 
denganPemerintahdan lingkungan sosialnya. 
Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat 
kuat dalam industri perbankan.Situasi eksternal dan internal perbankan semakin 
kompleks.Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut 
semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. 
Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Beberapa pengaturan yang telah 
dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah 
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Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000tanggal 15 Desember 2000 tentang 
Bank Umum, yang mana didalamnya diatur kriteria yang wajib diketahui calon 
anggota Direksi dan Komisaris,serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau 
dilarang dilakukan oleh pengurus Bank. 
Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan 
peningkatan GCG adalah PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen 
risiko bagi Bank Umum, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan diterbitkannya 
SE No.5/21/DPNP tanggal 29 Sepember 2003. PBI tersebut mewajibkan bank 
untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap 
jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Good 
Corporate Governance menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. 
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan 
Good Corporate Govenance(GCG) bagi Bank Umum, merupakan wujud 
keseriusan Bank Indonesia dalam masalah Good Corporate Governance. 
Perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial 
intermediaryinstitution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. 
Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan 
pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy 
regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat 
bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya 
kepercayaan masyarakat (fiduciary relation).Unsur kepercayaan masyarakat 
terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank 
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perlu menjaganya untuk mencegah adanya rush atau penarikan dan masyarakat 
secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997. 
Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen 
memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut 
memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. 
Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-
asas perbankan Indonesia, salah satunya asas prudential banking. Bank perlu 
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank 
Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 
yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. 
Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan 
risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar 
dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat 
berharga dan jenis penanaman dana lainnya. 
 
 
2.2 Penelitian Empirik 
Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan 
dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Maka 
dalam kajiian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. 
Penelitian tentang Good Corporate Governance terhadap Risiko Perbankan telah 
banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya: Penelitian yang dilakukan oleh 
Cisilia Prilestari (2007) dengan judul ”Analisis Implementasi Good Corporate 
Governance Pada PT Semen Gresik Tbk.”. Menggunakan Pendekatan Kualitatif 
dengan penekatan single case study. Hasil yang diperoleh Bahwa secara umum 
Implementasi Good Corporate Governance pada Semen Gresik sudah cukup 
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baik. Walaupun secara khusus ada hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal 
transparansi, independensi dan belum terintegrasinya sistem manajemen risiko 
dalam perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha (2009), dengan judul 
”Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah 
Air Minum Kota Surabaya)”, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah PT PDAM telah menerapkan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance cukup baik. Walaupun belum 
sempurna. Tetapi PDAM kota Surabaya berusaha lebih baik lagi dengan 
menerapkan dan melaksanakan Good Corporate Governance. Perbedaan 
penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek penelitian dari keempat 
penelitian adalah pada BUMN sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di 
Bank Umum Syariah. 
Yusri Putri, Riandary, 2011 Implementasi Good Corporate Governance 
Untuk mengelola Risiko Perbankan (Studi di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 
Makassar. Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) yang 
berkesinambungan merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh bank, 
dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja bank sehingga menghasilkan 
value added bagi stakeholders. ERP ini berisi tentang program kerja antara lain 
pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi 
organisasi manajemen risiko, SIMRIS (Syariah Mandiri Risk Informations 
System) penetapan limit risiko dan pengembangan limit risiko dan 
pengembangan pembiayaan. 
Hana Faridah, 2010, Iimplementasi Good Corporate Governance (GCG) 
Untuk Mengelola Risiko Perbankan (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri 
34 
 
Cabang Malang), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai  prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance (GCG) dengan baik dan telah menerapkan lima 
prinsip tata kelola yang baik yaitu transparancy (keterbukaan informasi), 
accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency 
(kemandirian), dan fairness (keadilan), meskipun secara khusus perlu diperbaiki 
dalam akuntabilitas pelanggaran di titik Kode Etik. PT. Bank Syariah Mandiri 
Cabang Malang melakukan pemantauan keseluruhan aktivitas perbankan.Bank 
Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan Enterprise Risk Management 
(ERM). Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) yang berkesinambungan 
merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh bank, dan diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja bank sehingga menghasilkan value added bagi 
stakeholders. ERP ini berisi tentang program kerja antara lain pemutakhiran 
manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen 
risiko, SIMRIS (Syariah Mandiri Risk Informations System) penetapan limit risiko 
kredit dan pengembangan limit risiko kredit dan pengembangan pembiayaan. 
 
 
2.3 Kerangka Pikir 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dapat disajikan kerangka 






















Tata kelola perusahaan (good corporate governance) menunjukkan suatu 
proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha 
dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan akuntabilitas perusahaan 
yang juga menekankan pada pentingnya pemeriksaan tanggungjawab badan 
usaha sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholder. Oleh karena 
itulah dalam menunjang keberhasilan perusahaan dalam melakukan tata kelola 















kemandirian dan kewajaran, kelima prinsip dalam penerapan GCG ini dapat 







3.1 Rancangan Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode 
survei. Metode penelitian kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat, dan mempelajari masalah dalam masyarakat serta tata cara yang 
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Pendekatan yang 
digunakan adalah metode survei, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh fakta-fakta, dan mencari keterangan secara nyata melalui 
penerapan Good Corporate dalam mengelola resiko perbankan. 
 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian adalahpada PT. Bank Tabungan Negara berlokasi di 
Kota Makassar. Sedang waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan 
yakni  dari bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2013. 
 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2011:119) bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat         
yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa dalam penelitian ini adalah 




di Makassar, menurut data jumlah karyawan yang bekerja pada       
PT. BTN Cabang Makassar ditentukan sebanyak 50 orang. 
 
3.3.2. Sampel 
Menurut Sugiyono (2011:129)bahwa sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut.Sedangkan Arikunto (2002:112) bahwa apabila subyeknya 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian 
merupakan penelitian populasi.Karena jumlah populasi tidak cukup 




3.4 Jenis dan Sumber Data  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk dianalisis yang diperoleh 
melalui : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara 
langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu karyawan dan karyawati pada PT. 
Bank Tabungan Negara di Makassar. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen-
dokumen atau laporan tertulis lainnya yang ada pada PT. Bank Tabungan 
Negara di Makassar. 
 
3.5Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka digunakan metode 
sebagai berikut : 
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1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap 
aktivitas keseharian pada PT. Bank Tabungan Negara, dengan tujuan untuk 
mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
2. Wawancara (interview) yaitu melakukan wawancara langsung terhadap 
responden yang dalam hal ini adalah karyawan dan karyawati PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 
dari penelitian ini. 
3. Kuesioner, yakni mengumpulkan data berdasarkan hasil penyebaran 




3.6  Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
Dalam penelitian ini digunakan definisi operasional variabel agar menjadi 
petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel tersebut  dapat 
disajikan melalui tabel berikut ini : 
No. Variabel Definisi Indikator 
1. Transparansi Prinsip dasar, untuk 
menjaga obyektivitas 
dalam menjalankan bis-
nis, perusahaan harus 
menyediakan informasi 
yang material dan rele-
van dengan cara yang 
mudah diakses dan di-
pahami oleh pemangku 
kepenptingan. 
Indikator yang digunakan adalah : 
1. Pengambilan keputusan oleh 
manajemen sudah dilakukan 
secara terbuka 
2. Tujuan perusahaan telah di-
tetapkan dengan jelas dan 
terbuka 
3. Pelaksanaan tidak lanjut be-
rupa penyempurnaan ketata-
laksanaan, penyempurnaan 
program audit dan telah 
dilakukan penyerahan khusus 
kepada direktur yang 
berwenang 
4. Penyebaran informasi yang 
material sudah dilakukan 





an harus dapat memper-
tanggungjawabkan ki-
nerjanya secara transpa-
ran dan wajar. Untuk itu 
perusahaan harus di-
kelola secara benar, ter-
ukur dan sesuai dengan 
kepentingan pemegang 
saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akun-
tanbilitas merupakan pra-
syarat yang diperlukan 
untuk mencapai kinerja 
yang berkesinambungan.  
 
1. Anggota dewan (Komisaris 
dan Direksi) bertindak ber-
dasarkan informasi yang 
lengkap, itikad baik, dan 
kepentingan yang paling baik 
bagi peruisahaan dan peme-
gang saham. 
2. Keputusan dewan akan mem-
pengaruhi pemegang saham 
3. Dewan Direksi sudah mem-
perlakukan semua pemegang 
saham secara layak 
4. Dewan Direksi memastikan 
ketaatan terhadap hukum dan 
perundang-undangan yang 










kat dan lingkungan 
sehingga dapat terpeli-
hara kesinambungan 
usaha dalam jangka pan-
jang dan mendapat 
pengakuan sebagai good 
corporate citizen 
1. Hak stakeholderssudah 
dilindungi hukum dan 
dihargai. 
2. Perusahaan membayar pajak 
tepat waktu 
3. Lingkungan disekitar peru-
sahaan merupakan tanggung 
jawab perusahaan 
4. Kemandirian Keadaan tempat perusa-
haan atau organisasi 
dikelola secara profe-
ssional tanpa benturan 
kepentingan dengan pe-
ngaruh atau tekanan 
pihak manapun yang ti-
dak sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan dan prinsip 
korporasi yang sehat. 
1. Pengelolaan perusahaan 
bebas dari pengaruh pihak 
lain 
2. Kegiatan perusahaan sesuai 
dengan peraturan dan per-
undang-undangan yang ber-
laku 




prinsip korporasi yang 
sehat 
1. Hak-hak pemegang saham 
telah terpenuhi. 
2. Pemegang saham diberi 
kesempatan untuk memberi-
kan suaranya dalam RUPS 
dan sesuai dengan saham 
yang dimilikinya. 
3. Pemegang saham mendapat-
kan pembagian laba peru-
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sahaan berupa dividen sesuai 
dengan saham yang di-
milikinya 
4. Stakeholders memperoleh 
informasi yang akurat dan 
seimbang 
6. Resiko pasar Risiko yang timbul 
karena adanya variabel 
pasar (adverse move-
ment) dari portofolio yang 
dimiliki oleh Bank dan 
dapat merugikan Bank. 
1. Bank sekurang-kurangnya 
setiap bulan mengevaluasi 
perkembangan tingkat suku 
bunga pasar dalam 
menetapkan tingkat suku 
bunga simpanan dan kredit. 
2. Bank melakukan evaluasi 
secara berkala terhadap 
kualitas portofolio aktiva 
produktifnya 





1. Dalam memberikan kredit 
bank melakukan analisis 
yang mendalam terhadap 
proyek yang dibiayai sebelum 
pemberian kredit dilakukan. 
2. Bank melakukan peninjauan 
dan penilaian kembali agunan 
secara berkala sesuai 




Risiko yang antara lain 
disebabkan Bank tidak 
memenuhi kewajibannya 
yang setelah jatuh 
tempo. 
1. Bank memonitor seluruh  fa-
silitas nasabah  yang belum 
ditarik dalam rangka meme-
lihara kecukupan penyediaan 
dana 
2. Bank melakukan pemantauan 
dan pencatatan tagihan ter-
hadap seluruh kewajiban 
yang jatuh tempo untuk 
mencegah kemungkinan tim-
bulnya kesulitan likuidasi 
 
 
3.5 Analisis Data  
Dari hasil penelitian yang dikumpulkan maka selanjutnya akan dapat 
disajikan metode analisis yaitu sebagai berikut : 
1. Analisis regresi yaitu suatu analsisis yang digunakan untuk melihat sejauh 
mana penerapangood corporate governance(GCG) dalam mengelola resiko 
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kredit perbankan dengan menggunakan rumus dikemukakan oleh Sugiyono 
(2011 : 10) sebagai berikut : 
Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + e 
Keterangan: 
 Y  =Resiko kredit perbankan 
 bo  = Konstanta 
 X1  = Transparansi  
X2  = Akuntabilitas 
X3  =  Pertanggungjawaban 
X4  =  Kemandirian 
X5  =  Kewajaran  
 e    =  Error  
2. Uji instrumen penelitian 
a. Uji validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatvaliditas atau 
kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mengukur apa yang ingin diukurnya dengan syarat valid tidaknya 
instrument penelitian yakni memiliki nilai korelasi di atas dari 0,30. 
b. Uji reliabilitas 
Uji Reliabilitas adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapajauh hasil 
pengukuran tatap konsisten apabila dilakukan lebih dari dua kali terhadap 
gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama, 
dimana reliabelnya suatu instrument penelitian apabila nilai cronbach’s 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara  
Awal sejarah berdirinya BTN dimulai sejak Belanda menginjakkan kakinya 
pertama kali di Indonesia.Puncak dari perjuangan BTN dalam memperjuangkan 
keberadaannya itu pada tahun 1897.Para pelaku dalam pengembangan BTN 
pada saat itu yakin bahwa tahun itulah sebagai puncak dari cikal bakal berdirinya 
BTN.Hal ini didasari oleh adanya Konin klijk Besluit No. 27 di Hindia Belanda 
yang menyatakan adanya pendirian Postpaar bank ini berkedudukan di Batavia. 
Pendirian Postpaar bank tersebut mempunyai tujuan antara lain untuk mendidik 
masyarakat pada saat itu agar gemar menabung.  
Pada tahun 1942, Jepang memasuki Indonesia dan secara resmi 
mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang 
merupakan bank karya colonial Belanda dibekukan.Sebagai gantinya pemerintah 
Jepang mendirikan Tyokin Kyoku.Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka 
Tyokin Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah 
menjadi Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat 
iti diprakarsai oleh Bapak Darmoesoesanto selaku direktur pertama KTP. 
Pada tahun 1946 terjadi Agresi Militer Belanda dan berhasil menduduki 
kantor-kantor cabang KTP yang tersebar di Indonesia. Namun Agresi Belanda 
tidak berlangsung lama dan pada tahun 1949 pemerintah RI membuka kembali 




Indonesia. Usai dikukuhkannya Bank Tabungan Pos RI sebagai satu-satunya 
lembaga tabungan di Indonesia, pada tahun 1950 kemudian pemerintah 
mengganti amanya menjadi Bank Tabungan Pos. Selanjutnya dalam 
perjalanannya BTN merupakan sebuah unit dari Bank Negara Indonesia, dimana 
saat itu BTN masukke dalam Unit V. Karena sebagai sebuah unit dari Bank 
Negara Indonesia, maka pada saat itu BTN sempat kehilangan kekuasaan dan 
wewenang. Hal ini patut dimaklumi karena BTN langsung ditempatkan di bawah 
kekuasaan urusan Bank Sentral masa itu, sementara BTN hanya dipimpin oleh 
seorang Direktur Koordinator yang sangat sulit dalam pengembangannya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, 
maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank 
Tabungan Negara.  
Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, seluruh 
Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara beralih statusnya 
menjadi Bank Tunggal Milik Negara, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-
Undang No 20 tahun 1998 yang sebelumnya diprakarsai dengan Undang-
Undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 resmi sudah status 
Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank milik negara dengan tugas 
utama saat itu untuk memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan 
dana masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Kemudian sejarah BTN 
mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 
29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No.B-49/MK/I/1974 sebagai 
wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat. 
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Pada tahun 1989 Bank BTN beroperasi sebagai bank umum dan 
mulaimenerbitkan obligasi.Pada tahun 1992 status hukum Bank BTN berubah 
menjadi perusahaan perseroan.Bank BTN selanjutnya mendapat ijin sebagai 
Bank Devisa pada tahun 1994. Kemudian sekuritisasi aset Bank BTN menjadi 
bank pertama di Indonesia yang melakukan pendaftaran transaksi Kontrak 
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) di Bapepam yang kemudian 
dilakukan dengan pencatatan perdana dan listing transaksi tersebut di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2009.  
 
 
4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara  
Sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi Bank BTN telah 
menetapkan Visi dan Misi Bank BTN yang wajib diketahui, dihayati, dan 
diamalkan oleh setiap pegawai. Adapun visi dan misi Bank BTN ialah sebagai 
berikut:  
Visi : 
Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 
mengutamakan kepuasan nasabah. 
Misi : 
1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri 
terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.  
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, 
jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.  
3. Menyiapkan dan mengembangkan Human Capitalyang berkualitas, 
profesional dan memiliki integritas tinggi.  
46 
 
4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-
hatian dan good corporate governance untuk meningkatkanShareholder 
Value.  
 
4.2 Hasil Analisis  
4.2.1. Deskripsi Karakteristik Responden 
Karakteristik responden yang disajikan dalam penelitian ini guna 
memberikan deskripsi mengenai karakteristik responden yang telah mengisi 
kuesioner penelitian. Penyajian demografi responden ini diperlukan untuk 
menggambarkan kondisi responden yang merupakan informasi tambahan untuk 
memahami hasil-hasil penelitian. 
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan dan karyawati pada           
perusahaan PT. Bank Tabungan Negara di Makassar yang berjumlah sebanyak 
50 orang karyawan yang berpartisipasi dan menjadi sampel dalam penelitian ini. 
Dari 50 eksamplar kuisioner yang diberikan kepada responden, maka 
semua kuesioner telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk 
dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini mengenai penerapan Good 
Corporate Governance (GC) dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar. 
Gambaran umum responden dapat dilihat melalui demografi responden 
yang dapat dikategorikan berdasarkan: jenis kelamin, usia responden, 
pendidikan terakhir, lama bekerja dan status perkawinan. Faktor-faktor demografi 
tersebut dipandang berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar. 
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Untuk lebih jelasnya akan disajikan satu persatu mengenai demografi 
responden melalui uraian berikut ini : 
 
1. Jenis kelamin responden 
Karakteristik responden menurut jenis kelamin menguraikan atau 
menggambarkan tingkat prosentase dari responden dalam penelitian. Oleh 
karena itulah akan disajikan melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.1 
Gambaran Jenis Kelamin Responden 
 
No. Jenis kelamin Frekuensi Prosentase 
1. Laki-laki 20 40,0 
2. Perempuan 30 60,0 
Total responden 50 100,0 
Sumber : Data primer, 2014 
Dari tabel 4.1 yakni uraian mengenai gambaran umum responden 
berdasarkan jenis kelamin, dimana dari 50 responden yang diteliti, maka 
didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 
responden sebanyak 30 orang atau 60%, sedangkan laki-laki sebanyak 20orang 
atau 40%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang bekerja 




2. Usia responden 
Usia responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
4tingkatan, yaitu usia dibawah 25 tahun, 26 – 35 tahun, 36 – 45 tahun dan usia            
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di atas 46 tahun, dimana hasil selengkapnya dapat disajikan melalui tabel berikut 
ini : 
Tabel 4.2 
Gambaran Usia Responden 
 
No. Usia Frekuensi Prosentase 
1. Dibawah 25 tahun 7 14,0 
2. 26-35 tahun 18 36,0 
3. 36-45 tahun 20 40,0 
4. Diatas 46 tahun 5 10,0 
Total responden 50 100,0 
Sumber : Data primer, 2014 
Dari tabel 4.2 yakni gambaran usia responden dalam penelitian, 
menunjukkan bahwa usia responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah 
usia antara 36-45 tahun dengan jumlah responden sebanyak 20 orang atau 40%, 
diikuti oleh responden yang berumur antara 26-35 tahun dengan jumlah 
responden sebanyak 18 orang atau 36%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
rata-rata umur pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar adalah 
berumur antara 36-45 tahun. 
 
 
3. Pendidikan Terakhir Responden 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu 
menguraikan atau menggambarkan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh 
responden. Oleh karena itulah akan disajikan data jenjang pendidikan terakhir 




Gambaran Responden menurut Pendidikan Terakhir 
 
No. Pendidikan Terakhir Frekuensi Prosentase 
1. SMA 7 14,0 
2. Akademi/Diploma 11 22,0 
3. S1 25 50,0 
4. Pasca Sarjana 7 14,0 
Total responden 50 100,0 
Sumber : Data primer, 2014 
Hasil data dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pendidikan  
terakhir yang dimiliki responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah 
sarjana (S1) dengan jumlah responden sebanyak 25 orang atau sebesar 50%, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai pada PT. Bank Tabungan 




4. Lama kerja responden 
Lama kerja adalah menggambarkan rentang waktu responden selama 
mengabdikan diri pada perusahaan perbankan PT. Bank Tabungan Negara di 
Makassar, dimana dengan masa kerja yang cukup lama berarti pengalaman 
kerja yang dimiliki pegawai cukup banyak. Adapun masa kerja responden dapat 





Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja 
No. Lama Kerja Frekuensi Prosentase 
1. 1 - 2 tahun 3 6,0 
2. 2 – 3 tahun 10 20,0 
3. 3 - 4tahun 10 20,0 
4. diatas 5 tahun 27 54,0 
Total responden 50 100,0 
Sumber : Data primer, 2014 
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa lama kerja responden 
yang terbesar dalam penelitian ini adalah diatas dari 5 tahun dengan jumlah 
responden sebanyak 27 orang atau 54%, diikuti oleh responden yang 
mempunyai lama kerja 2-3 tahun dan lama kerja 3-4 tahun dengan jumlah 
responden masing-masing sebanyak 10 orang atau 20%. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata masa lama kerja pegawai pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar dan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
diatas dari 5 tahun. 
 
 
5. Status Perkawinan 
Status perkawinan menggambarkan pengelompokkan responden apakah 
sudah berstatus kawin atau tidak kawin. Persentase responden berdasarkan 





Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 
 
No. Status Perkawinan Frekuensi Prosentase 
1. Kawin 35 70,0 
2. Tidak Kawin 15 30,0 
Total responden 50 100,0 
Sumber : Data primer, 2014 
Tabel tersebut di atas menggambarkan deskripsi responden menurut 
status perkawinan, dimana status perkawinan responden yang terbesar dalam 
penelitian ini adalah mempunyai status kawin dengan jumlah responden 
sebanyak 35 orang atau sebesar 70%, sedangkan status tidak kawin dengan 
jumlah responden sebanyak 15 orang atau sebesar 30%, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata status perkawinan pegawai pada PT. Bank 




4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian mengenai Penerapan Good Corporate 
Governance(transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran) dalam mengelola resiko perbankan 
pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 
 
Masalah good corporate governance (GCG) berkaitan dengan 
mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan 
sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif 
dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di 
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atas akan disajikan persepsi responden mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip 
GoodCorporate Governance yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara     
di Makassar, melalui penyebaran hasil kuesioner dengan alternatif jawaban 
sangat tidak setuju (STS), Tidak Setuju (TS), cukup setuju (CS), Setuju (S), dan 
sangat setuju (SS) yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
 
1.Tanggapan Responden mengenai Transparansi 
Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pada proses pengambilan 
keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan dalam penelitian. Oleh karena itulah akan disajikan persepsi jawaban 
responden mengenai prinsip transparansi pada PT. Bank Tabungan Negara               
di Makassar, yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.6 




Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 
1. Pengambilan keputusan oleh 










2. Tujuan perusahaan telah ditetapkan 









3. Pelaksanaan tidak lanjut berupa 
penyempurnaan ketatalaksanaan, pe-
nyempurnaan program audit dan telah 
dilakukan penyerahan khusus kepada 









4. Penyebaran informasi yang material 










Sumber : Data Primer, 2014 
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Berdasarkan tabel persepsi jawaban responden mengenai prinsip 
transparansi pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka rata-rata 
responden memberikan jawaban setuju, mengenai adanya pengambilan 
keputusan oleh manajemen sudah dilakukan secara terbuka, selain itu tujuan 
perusahaan telah ditetapkan dengan jelas dan terbuka, serta penyebaran 
informasi yang material sudah dilakukan dengan tepat waktu dan efisien. 
Kemudian sebagian besar responden memberikan jawaban cukup setuju bahwa 
pelaksanaan tidak lanjut berupa penyempurnaan ketatalaksanaan, pe-
nyempurnaan program audit dan telah dilakukan penyerahan khusus kepada 
direktur yang berwenang. 
 
 
2.Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas 
Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan keselarasan fungsi, perlakuan dan 
pertanggungjawaban struktur sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana               
secara efektif. Adapun tanggapan responden mengenai akuntabilitas dalam 
mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 









Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 
1. Anggota dewan (Komisaris dan Direksi) 
bertindak berdasarkan informasi yang 
lengkap, itikad baik, dan kepentingan 




















3. Dewan Direksi sudah memperlakukan 









4. Dewan Direksi memastikan ketaatan ter-
hadap hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku dan telah mempertim-









Sumber : Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan tabel mengenai persepsi jawaban responden atas prinsip 
akuntabilitas, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju, hal ini 
berarti bahwa anggota dewan (Komisaris dan Direksi) bertindak berdasarkan 
informasi yang lengkap, itikad baik, dan kepentingan yang paling baik bagi 
perusahaan dan pemegang saham, Keputusan dewan akan mempengaruhi 
pemegang saham, Dewan Direksi sudah memperlakukan semua pemegang 
saham secara layak serta Dewan Direksi memastikan ketaatan terhadap hukum 
dan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan 
kepentingan stakeholder, sehingga dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas 





3. Prinsip Pertanggungjawaban  
Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka akan dapat disajikan 
persepsi jawaban responden mengenai prinsip pertanggungjawaban yang dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.8 




Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 
1. Hak stakeholderssudah dilindungi 






























Sumber : Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan tanggapan responden mengenai prinsip pertanggung-
jawaban maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju, mengenai 
adanya hak stakeholderssudah dilindungi hukum dan dihargai, kemudian 
perusahaan membayar pajak tepat waktu serta lingkungan disekitar perusahaan 






4. Prinsip Kemandirian 
Prinsip kemandirian yaitu keadaan tempat perusahaan atau organisasi 
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dengan pengaruh atau 
tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Dalam hubungannya dengan uraian 
tersebut di atas akan disajikan hasil persepsi jawaban responden mengenai 
prinsip kemandirian yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.9 




Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 
1. Pengelolaan perusahaan bebas dari 









2. Kegiatan perusahaan sesuai dengan 










Sumber : Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas yakni persepsi jawaban responden 
mengenai prinsip kemandirian, maka rata-rata responden memberikan jawaban 
antara setuju dan sangat setuju, hal ini dapat dilihat bahwa pengelolaan 
perusahaan bebas dari pengaruh pihak lain, jawaban terbanyak responden 
adalah setuju, sedangkan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, didominasi jawaban terbanyak responden 






5.  Prinsip Kewajaran 
Prinsip kewajaran yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas akan dapat disajikan 
persepsi  jawaban responden mengenai prinsip kewajaran yang dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.10 





Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 










2. Pemegang saham diberi kesempatan 
untuk memberikan suaranya dalam 










3. Pemegang saham mendapatkan 
pembagian laba perusahaan berupa 










4. Stakeholders memperoleh informasi 









Sumber : Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan tanggapan responden mengenai prinsip kewajaran, maka 
rata-rata responden memberikan jawaban setuju, hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan Hak-hak pemegang saham telah terpenuhi, sebagian besar 
responden memberikan jawaban setuju, Pemegang saham diberi kesempatan 
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untuk memberikan suaranya dalam RUPS dan sesuai dengan saham yang 
dimilikinya, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, pertanyaan 
bahwa pemegang saham mendapatkan pembagian laba perusahaan berupa 
dividen sesuai dengan saham yang dimilikinya, didominasi jawaban terbanyak 
responden adalah setuju, sedangkan pertanyaan Stakeholders memperoleh 
informasi yang akurat dan seimbang, rata-rata responden memberikan jawaban 
setuju. 
 
6.Risiko Perbankan  
Risiko perbankan merupakan peluang dari kemungkinan terjadinya situasi 
yang memburuk (bad outcome). Situasi yang memburuk menjelaskan bahwa 
suatu risiko perbankan yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan 
pengaruh negatif bagi keberlangsungan kegiatan usaha bank, karena risiko telah 
melahirkan suatu peluang untuk terjadinya kerugian yang akan diderita bank 
karena risiko yang terjadi dapat mengurangi pendapatan bank. Untuk lebih 
jelasnya akan disajikan persepsi tanggapan responden mengenai resiko 








Alternatif Jawaban Responden  
 STS TS CS S SS 
1. Bank sekurang-kurangnya setiap bulan 
mengevaluasi perkembangan tingkat 
suku bunga pasar dalam menetapkan 









2. Bank melakukan evaluasi secara berkala 












3. Dalam memberikan kredit bank 
melakukan analisis yang mendalam 
terhadap proyek yang dibiayai sebelum 









4. Bank melakukan peninjauan dan 
penilaian kembali agunan secara berkala 










5. Bank memonitor seluruh fasilitas nasa-
bah  yang belum ditarik dalam rangka 








6. Bank melakukan pemantauan dan 
pencatatan tagihan terhadap seluruh 
kewajiban yang jatuh tempo untuk 










Sumber : Data Primer, 2014 
 
Berdasarkan tabel tersebut di atas yakni mengenai persepsi jawaban 
responden atas mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara    
di Makassar, maka rata-rata responden memberikan jawaban antara setuju          
dan cukup setuju, hal ini dapat dilihat dari pertanyaan mengenai Bank sekurang-
kurangnya setiap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar 
dalam menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit, jawaban terbanyak 
responden adalah setuju, pertanyaan bahwa Bank melakukan evaluasi secara 
berkala terhadap kualitas portofolio aktiva produktifnya, rata-rata responden 
memberikan jawaban setuju, pertanyaan bahwa dalam memberikan kredit bank 
melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum 
pemberian kredit dilakukan, didominasi jawaban terbanyak responden adalah 
cukup setuju, Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara 
berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagian besar 
responden memberikan jawaban  setuju, kemudian Bank memonitor seluruh 
fasilitas nasabah  yang belum ditarik dalam rangka memelihara kecukupan 
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penyediaan dana, jawaban terbanyak responden adalah setuju, sedangkan 
pertanyaan mengenai Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan 
terhadap seluruh kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan 




4.2.3. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dan 
kesahihan suatu instrument. Prinsip validitas adalah pengukuran atau 
pengamatan yang berasas prinsip keadilan, instrument dalam pengumpulan 
data, instrument harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi 
validitas lebih meneliti pada alat pengukuran atau pengamatan. Azwar dalam Dwi 
(2010 : 90) bahwa semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 
dapat dikatakan valid, sedangkan dibawah dari 0,30 maka dapat dikatakan tidak 
valid. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji validitas mengenai penerapan 
good corporate governenace dalam mengelola risiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar dengan menggunakan  program SPSS (Statistical 


















R Standar Ket. 
Total Correlation 
Transparansi X11 0,907 0,30 Valid 
 X12 0,925 0,30 Valid 
 X13 0,935 0,30 Valid 
 X14 0,865 0,30 Valid 
Akuntanbilitas X21 0,863 0,30 Valid 
 X22 0,898 0,30 Valid 
 X23 0,867 0,30 Valid 
 X24 0,807 0,30 Valid 
Pertanggungjawaban X31 0,951 0,30 Valid 
 X32 0,959 0,30 Valid 
 X33 0,945 0,30 Valid 
Kemandirian X41 0,907 0,30 Valid 
 X42 0,907 0,30 Valid 
Kewajaran X51 0,837 0,30 Valid 
 X52 0,808 0,30 Valid 
 X53 0,904 0,30 Valid 
 X54 0,863 0,30 Valid 
Resiko perbankan Y1 0,439 0,30 Valid 
 Y2 0,589 0,30 Valid 
 Y3 0,622 0,30 Valid 
 Y4 0,581 0,30 Valid 
 Y5 0,474 0,30 Valid 
 Y6 0,605 0,30 Valid 
Sumber : Lampiran SPSS 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 yakni hasil pengujian validitas atas kelima prinsip 
good corporate governance (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian, dan kewajaran) dalam mengelola risiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar, nampak bahwa dari 23 item pernyataan yang 
diajukan maka semua ítem pernyataan valid sebab memiliki nilai corrected item 




2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah                
alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 
tersebut diulang. Suatu instrumen penelitian dapat andal/reliabel apabila memiliki 
nilai cronbach’s alpa diatas 0,60. 
Dari hasil uji reliabilitas butir pernyataan dengan program statistik SPSS  
versi 20 diperoleh dari hasil cronbach alpha yang lebih besar dari 0,60 untuk 
kelima variabel yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian, dan kewajaran dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar, yang dapat disajikan melalui tabel berikut  ini : 
Tabel 4.13 







1. Transparansi 0,903 0,60 Andal/Reliabel 
2. Akuntanbilitas 0,942 0,60 Andal/Reliabel 
3. Pertanggungjawaban 0,978 0,60 Andal/Reliabel 
4. Kemandirian 0,948 0,60 Andal/Reliabel 
5. Kewajaran 0,930 0,60 Andal/Reliabel 
6. Resiko perbankan 0,796 0,60 Andal/Reliabel 
Sumber : Hasil olahan data 
 
Dari tabel 4.13 yakni hasil uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa semua              
variabel (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, 
kewajaran dan resiko perbankan) memiliki nilai cronbach’s alpha yang diatas dari 
0,60. Karena nilai cronbach’s alpha yang diatas dari 0,60 berarti semua item 
pertanyaan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam pengujian 




4.2.4. Analisis Multivariat Regression mengenai penerapan Good Corporate 
Governance dalam mengelola risiko Perbankan 
 
Analisis regresi digunakan untuk menguji penerapan good corporate 
governanceyang meliputi :(transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran) dalam mengelola risiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di 
atas akan disajikan hasil olahan data dari setiap model pengujian hipotesis 
dengan menggunakan analisis regresi berganda yang dapat dilihat melalui tabel 
berikut ini : 
Tabel 4.14 
Hasil Olahan Data Regresi mengenai GCG terhadap Resiko Perbankan pada  






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 37.533 2,618  14.338 .000 
Transparansi -0,214 .089 -0,260 -2,414 .020 
Akuntabilitas -0,223 .101 -0,251 -2,207 .033 
Pertanggungjawaban -0,293 .123 -0,281 -2,373 .022 
Kemandirian -0,426 .180 -0,281 -2,359 .023 
Kewajaran -0,260 .114 -0.260 -2,276 .028 
Sumber : Data diolah  
 
Berdasarkan hasil olahan data regresi yang sebagaimana nampak pada 
tabel  di atas maka dapat disajikan persamaan regresi dari setiap model regresi 
yang telah digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 
Y =  37,533 - 0,214X1- 0,223X2- 0,293X3- 0,426 + 0,260X5 
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Dalam hubungannya dengan persamaan regresi yang telah diuraikan           
maka akan dapat disajikan penjelasan dari prinsip-prinsip good corporate 
governancedalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara 
di Makassar yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
bo = 37,533 nilai konstanta, yang artinya tanpa adanya transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran maka 
akan dapat mengurangi resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan 
Negara di Makassar. 
b1=  -0,214 yang berarti bahwa apabila tanggapan responden mengenai  variabel 
transparansi meningkat maka akan mengurangi resiko perbankan pada 
PT. Bank Tabungan Negara di Makassar. 
b2=  -0,223, hal ini menunjukkan bahwa apabila tanggapan responden mengenai 
akuntabilitas meningkat maka resiko perbankan akan semakin kecil. 
b3 =  -0,293 yang diartikan bahwa dengan meningkatkan tanggapanresponden 
mengenai pertanggungjawaban ditingkatkan maka pengelolaan resiko 
perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar akan semakin 
kecil. 
b4= -0,426 yang berarti bahwa apabila tanggapan responden mengenai 
kemandirian ditingkatkan maka resiko yang dihadapi oleh             PT. 
Bank Tabungan Negara di Makassar akan semakin kecil. 
b5=-0,260 hal ini menunjukkan bahwa apabila tanggapan responden mengenai 
kewajaran ditingkatkan maka akan mengurangi resiko perbankan pada 




Kemudian untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara penerapan 
good corporate governance pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar dapat 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 .707 .499 .442 2,184 
Sumber : Lampiran SPSS 
 
Berdasarkan data tersebut di atas maka diperoleh nilai koefisien korelasi 
R = 0,707 atau sebesar 70,7%, karena  nilai r positif dan mendekati 1, berarti ada 
hubungan yang positif dan kuat antara variabel transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajarandalam mengelola risiko 
perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, sedangkan nilai 
koefisien determinasi r2 = 0,499 yang menunjukkan bahwa sebanyak 49,9% 
variasi perubahan antara transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian, dan kewajaran terhadap resiko perbankan pada PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar, sedangkan sisanya sebanyak 50,1% dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar dari pada model penelitian ini. 
 
 
4.2.5 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian 
secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji f) yang dapat diuraikan 
satu persatu sebagai berikut : 
1. Uji signifikan (Uji t) 
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Untuk melihat sejauh mana pengaruh masing-masing variabel GCG 
(transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian 
dankewajaran), dalam mengelola resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan 
Negara di Makassar maka dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Uji signifikan transparansi dengan resiko perbankan 
Dalam uji signifikan antara transparansi dengan resiko perbankan pada 
PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar -0,214 serta memiliki nilai thitung -2,414<ttabel 1,680 dan 
memiliki nilai value 0,020< 0,05, hal ini dapat dikatakan bahwa 
transparansi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
pengelolaan resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di 
Makassar. 
b. Uji signifikan akuntabilitas dengan resiko perbankan 
Dalam uji signifikan antara akuntabilitas dengan pengelolaan resiko 
perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka 
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,223 serta memiliki nilai thitung -
2,207> ttabel 1,680 dan memiliki nilai value 0,033< 0,05, hal  ini dapat 
dikatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pengelolaan resiko perbankan PT. Bank Tabungan 
Negara di Makassar. 
c. Uji signifikan pertanggungjawaban dengan pengelolaan resiko  
perbankan 
Dalam uji signifikan antara pertanggungjawaban dengan pengelolaan 
resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka 
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,293 serta memiliki nilai thitung -
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2,373< ttabel 1,680 dan memiliki nilai value 0,022< 0,05, hal  ini dapat 
dikatakan bahwa pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang negatif 
dan signifikan terhadap pengelolaan resiko perbankan pada       PT. Bank 
Tabungan Negara di Makassar.  
d. Uji signifikan kemandirian dengan resiko perbankan 
Dalam uji signifikan antara kemandirian dengan pengelolaan resiko 
perbankan, maka diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,426 serta 
memiliki nilai thitung -2,359 <ttabel 1,680 dan memiliki nilai value 0,023< 
0,05, hal  ini dapat dikatakan bahwa kemandirian mempunyai pengaruh 
yang negatif dan signifikan terhadap pengelolaan resiko perbankan pada 
PT. Bank Tabungan Negara di Makassar.  
e. Uji signifikan kewajaran dengan Pengelolaan Resiko Perbankan 
Dalam uji signifikan antara kewajaran dengan pengelolaan resiko 
perbankan PT. Bank Tabungan Negara, maka diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar -0,260 serta memiliki nilai thitung -2,276 < ttabel 1,680 dan 
memiliki nilai value 0,028< 0,05, hal  ini dapat dikatakan bahwa 
kewajaran mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 




2.  Uji Simultan (Uji F) 
Uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh secara 
bersama-sama variabel good corporate governance terhadap pengelolaan 
resiko perbankan, dimana diperoleh nilai Fhitung = 8,778>  Ftabel = 2,427serta 
memiliki nilai ρvalue  0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa transparansi, 
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akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaransecara 
bersama-sama berpengaruh dalam mengelola resiko perbankan khususnya 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
mengenai penerapan good corporate governance (GCG) dalam mengelola   
resiko perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di Makassar, maka akan 
disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara parsial penerapan 
prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengelolaan kinerja perbankan pada PT. Bank Tabungan Negara di 
Makassar. 
2. Berdasarkan hasil uji simultan atau serempak digunakan untuk mengetahui 
pengaruh secara bersama-sama variabel good corporate 
governanceterhadap pengelolaan resiko perbankan, dimana diperoleh nilai 
Fhitung = 8,778 >  Ftabel = 2,427 serta memiliki nilai ρvalue  0,000 < 0,05. Hal ini 
membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaransecara bersama-sama berpengaruh dalam 




5.2.  Saran-Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka akan dapat disajikan 





1. Disarankan agar pihak manajemen PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 
agar dalam pelaksanaan GCG lebih memperhatikan kelima aspek tersebut 
hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja perbankan serta dapat 
mengurangi semakin kecilnya resiko yang akan terjadi pada perbankan. 
2. Disarankan pula agar perlunya PT. Bank Tabungan Negara di Makassar 
untuk lebih memperhatikan lagi aspek-aspek yang mempengaruhi 
pelaksanaan GCG, agar di masa yang akan datang dapat lebih 
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